
 

 

 

 

 

 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KENDAL 

NOMOR   4  TAHUN 2016 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 16 TAHUN 2015 

TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN 
DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA 

DESA DI KABUPATEN KENDAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KENDAL, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Tengah 

Nomor : 180/016909 tanggal 28 Oktober 2015 Perihal Hasil 

Klarifikasi Peraturan Bupati Kendal dan untuk 
mengoptimalkan penyerapan Bagian dari Hasil Pajak dan 

Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal, maka 

Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata 
Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak 

dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal 

dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang 

sehingga perlu diadakan perubahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 

Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan 
Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 

kepada Desa di Kabupaten Kendal; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan 

Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Kendal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 
12, 13, 14 dan 15  dari Hal Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,   
Pemerintahan  Daerah  Kabupaten dan  Pemerintahan   

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

13. Peraturan  Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Peraturan  Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
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6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 
tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan 

Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 8 
Seri C No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 

Nomor 72); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2011 

tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Kendal 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 9 

Seri C No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 

Nomor 73); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Kendal 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 10 

Seri C No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 

Nomor 74); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 

Tahun 2011 Nomor 11 Seri B No. 1, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Kendal Nomor 75); 

23. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata 
Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak 

dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal 

(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 16 Seri 

E No. 15); 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI KENDAL NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA 
PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK 
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DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN 
KENDAL. 

 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran 

Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di 

Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 

Nomor 16 Seri E No. 15), diubah sebagai berikut : 
 

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 8 

 

 

Penyaluran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah 
dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu : 

a. Tahap I untuk penyaluran bagian dari hasil pajak daerah 

kepada desa; dan 
b. Tahap II untuk penyaluran bagian dari hasil retribusi 

daerah kepada desa. 

 

2. Ketentuan Pasal 12 dihapus. 
 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kendal. 

 
 

Ditetapkan di  Kendal 
pada tanggal 19 Januari 2016 

 

Pj. BUPATI KENDAL, 

 

Cap ttd 
 

KUNTO NUGROHO HARI PUTRANTO 
 

Diundangkan di Kendal  
pada tanggal   19 Januari 2016    
 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN KENDAL, 

 
 

Cap ttd 
 

BAMBANG DWIYONO 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016                                              

NOMOR    4   SERI    E  NO.4 

 
 
 


